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Kementerian Hukum



DASAR HUKUM

• Peraturan Menteri Hukum No. 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan 

Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan

• Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah.

Pedoman Penilaian IRH 

Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada

Pemerintah Daerah Tahun 2026



Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat untuk
menilai pelaksanaan reformasi hukum pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Reformasi Hukum Reformasi Birokrasi

ARAH KEBIJAKAN

INDEKS REFORMASI HUKUM

Untuk mewujudkan regulasi 
yang baik, adaptif, dan taat 

asas

Mewujudkan reformasi 
manajemen ASN, pemerintahan 

digital, dan transformasi tata 
kelola pelayanan publik.

(Permenkum No. 44 Tahun 2025)



Diisi oleh Tim Sekretariat Wilayah

https://s.bphn.go.id/SKPenetapanHasilIRH

Dalam slide ini TSW memberikan gambaran awal mengenai capaian IRH Provinsi/Kabupaten/Kota yang ada di

wilayahnya;

Masukkan nilai hasil penetapan penilaian IRH pada provinsi/kabupaten/kota yang ada di wilayahnya masing-masing

(data nilai IRH terlampir pada link di bawah)

CAPAIAN IRH TAHUN 2023 - 2025

Catatan:

1

2

https://s.bphn.go.id/SKPenetapanHasilIRH


PERAN PARA 
PIHAK DALAM 
PENILAIAN IRH

Kementerian Hukum



Tim Penilai Nasional 
(TPN)

Tim Sekretariat 
Nasional (TSN)

Tim Sekretariat  
Wilayah (TSW)

Pemerintah 
Daerah

ALUR HUBUNGAN PARA PIHAK DALAM IRH

KANWIL

Kementerian
/Lembaga

TIM KERJATIM ASESOR TIM KERJATIM ASESOR



TIM PENILAI 
NASIONAL (TPN)

Melakukan validasi atas penilaian 
mandiri IRH yang telah dilakukan 
oleh Tim Asesor 

Membuat rekomendasi/saran 
perbaikan dalam pelaksanaan 
penilaian IRH

Menyampaikan jawaban atas 
klarifikasi/sanggahan dalam hal 
ada pengajuan sanggah terrhadap 
perbedaan penilaian antara Tim 
Asesor dan TPN

Pendampingan kepada Tim 
Sekretariat Wilayah (TSW) 

dalam melakukan:

TIM SEKRETARIAT 
NASIONAL (TSN)

Verifikasi dan validasi keikutsertaan 
Pemerintah Daerah dengan mengisi 
lembar kontrol di setiap variabel pada 
Pemerintah Daerah;

Memfasilitasi evaluasi pelaksanaan 
penilaian IRH.

Verifikasi data dukung sesuai dengan 
variabel dan indikator yang telah 
ditetapkan;

Pendampingan dan fasilitasi Tim 
Kerja dan Tim Asesor pada masa 
sanggah; dan



Sosialisasi penilaian IRH 
kepada Pemda

Pendampingan Pemda pada 
Masa Sanggah

Verifikasi terkait 
kelengkapan data dukung 
pada setiap variabel dan 
indikator

Koordinasi pembentukan 
Tim Kerja dan Tim Asesor

Monitoring dan 
pendampingan dalam hal 
data dukung belum 
lengkap/tidak sesuai dengan 
variabel dan indikator

Evaluasi dan tindak lanjut 
hasil penilaian IRH

Koordinasi dan fasilitasi 
terkait pengunggahan data 
dukung kepada Pemda

Berkoordinasi dengan TSN 
atas permasalahan unggah 
dan validitas data dukung

Menyusun laporan dan 
menyampaikan kepada TSN
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PERAN
TIM SEKRETARIAT WILAYAH (TSW)



TIM KERJA

Penilaian mandiri 
terhadap kesesuaian data 

dukung Penilaian IRH 
sesuai dengan variabel 

dan indikator 

Koordinasi dan Konsultasi dengan 
Tim Sekretariat Wilayah (TSW)

Pengumpulan data 
dukung dan mengunggah 

ke dalam Aplikasi 
Penilaian IRH sesuai 

dengan variabel dan 
indikator penilaian IRH

TIM ASESOR

Membentuk
Melakukan 

pembentukan Tim 
Kerja dan Tim Asesor
dengan diutamakan 
melibatkan Pejabat 

Fungsional 
Perancang Peraturan 

Perundang-
Undangan dan Analis 

Hukum

PEMERINTAH 
DAERAH

TIM KERJA TIM ASESOR

PERAN
PEMERINTAH DAERAH



MEKANISME 
PELAKSANAAN IRH

Kementerian Hukum



TAHAPAN PENILAIAN IRH TAHUN 2026

PELAKSANAAN

EVALUASIPERENCANAAN
Januari - Februari

Februari - Juli

Juli

Juli - November
TINDAK LANJUT

FINIS

H



Penetapan TPN, 

TSN, dan TSW

Sosial isasi  

Penilaian IRH oleh 

TSN dan TSW

Pembentukan Tim 

Kerja & Tim Asesor 

oleh Pemerintah 

Daerah

Kick-off  Meeting

Monitoring dan 

Verif ikasi  Data 

Dukung oleh TSW

Penilaian Mandiri  oleh 

Tim Asesor

Penilaian Awal 

oleh TPN

Rapat Pleno 

Penetapan Hasil  

Penilaian Awal IRH

Masa Sanggah oleh Tim 

Kerja & Tim Asesor

Berkoordinasi 

dengan TSW

Validasi terhadap 

Sanggahan dan 

Penilaian Akhir 

oleh TPN

Pengunggahan 

Berita Acara & Surat 

Hasil  Penetapan 

Penilaian IRH

Penetapan Hasil  

Penilaian IRH

Evaluasi Tindak Lanjut

KANWIL

KANWIL

KANWIL

KANWIL
KANWIL

KANWIL KANWIL

KANWIL

5 - 19 Januari 2026 19 - 30 Januari 2026 2 - 13 Februari 2026 9 - 13 Maret 2026

Pengunggahan 

Data Dukung 

oleh Tim Kerja

9 - 31 Maret 2026

TIM KERJA

9 Maret - 5 April 202627 April - 8 Mei 2026

Rapat Pleno 

Penetapan Hasil  

Penilaian Akhir IRH

15 - 19 Juni 2026

KANWIL

1 - 12 Juni 2026 18 - 29 Mei 2026 11 - 15 Mei 2026 6 - 17 April 2026

22 - 26 Juni 2026 29 Juni - 3 Juli 2026 Juli 2026 Juli - November 2026

ALUR PENILAIAN IRH

TIM KERJA

TIM ASESOR

TIM ASESOR

Tim Penilai  Nasional (TPN)

Perencanaan

TAHAPAN

Pelaksanaan

Evaluasi

Tindak Lanjut

KETERANGAN

Tim Sekretariat  Nasional (TSN)

Tim Sekretariat  Wilayah (TSW)

Tim Kerja

Tim Asesor

KANWIL

TIM KERJA

TIM ASESOR

Pemerintah Daerah

(Pemda)

Pendampingan oleh 

TSW ke Pemda dan 

Inventarisasi  Data 

Dukung oleh Tim Kerja

16 Februari - 8 Maret 2026

KANWIL TIM KERJA



1

POLA HUBUNGAN KERJA TIM SEKRETARIAT WILAYAH 
DAN PEMERINTAH DAERAH 

TSW memastikan keikutsertaan Pemda 
(termasuk Pemda hasil pemekaran) dalam 
Aplikasi Penilaian IRH tahun 2026 Dalam hal terdapat catatan dari Tim Asesor 

terkait data dukung, maka akan dikembalikan 
prosesnya ke Tim Kerja untuk memperbaiki 

yang kemudian dilanjutkan lagi ke Tim Asesor
TSW melakukan monitoring dan koordinasi 
secara rutin setiap minggu kepada Pemda

Pada masa penilaian nasional, aplikasi akan 
dikunci sehingga Tim Kerja dan Tim Asesor 

tidak dapat membuka aplikasi untuk 
mengunggah data dukung kembali

Dalam hal terdapat permohonan perbaikan 
data dukung oleh Tim Kerja, TSW dapat 
mengajukan pembukaan submit penilaian 
kepada TSN selama masih dalam waktu 
penilaian mandiri dan belum masuk timeline
penilaian nasional

Pemda dapat mengajukan sanggahan jika 
terdapat perbedaaan hasil penilaian antara 

Tim Asesor dan TPN
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TSW melakukan verifikasi kelengkapan 
data dukung sebelum dilakukan penilaian 
mandiri oleh Tim Asesor

Tim Kerja tidak diperkenankan 
menggunggah data dukung yang memuat 
tautan (google drive, google spreadsheet, 

google docs, dsb) 
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Membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor 1
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KETENTUAN PENGUNGGAHAN DATA DUKUNG

Tim Kerja Pemerintah Daerah harus 

mengunggah data dukung yang 

ditentukan dalam variabel/indikator 

dengan format pdf 

Tidak diperbolehkan menggunggah 

data dukung dalam bentuk tautan/link 

(google drive, google spreadsheet, 

google docs, dsb) 



PENGEMBANGAN 
APLIKASI IRH 
TAHUN 2026

Kementerian Hukum

(PENAMBAHAN FITUR SANGGAH)



TIM PENILAI NASIONAL WILAYAH I

ASESOR PEMERINTAH DAERAH

Fitur baru di Aplikasi IRH yang akan digunakan pada masa

sanggah. (Sebelumnya, sanggahan dilakukan melalui surat

kepada Tim Sekretariat Nasional secara manual/email)

Fitur ini bertujuan memudahkan dan

mempercepat proses sanggah dalam 1

Aplikasi Penilaian IRH

FITUR SANGGAH

(Form pengajuan sanggah)

(Form jawab sanggah)



VARIABEL,
INDIKATOR, &
DATA DUKUNG
PENILAIAN IRH
TAHUN 2026

Kementerian Hukum



Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk 
melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan

B O B O

T

N I L A

I

25

VARIABEL I



Tingkat Koordinasi Kementerian Hukum dengan Pemerintah Daerah untuk 
melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan

VARIABEL I



Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas

VARIABEL II B O B O

T

N I L A

I

25



Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas

VARIABEL II



Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan hasil reviu

VARIABEL III B O B O

T

N I L A

I

30



Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan 
berdasarkan hasil reviu

VARIABEL III



Penataan Database Peraturan Perundang-Undangan

VARIABEL IV B O B O

T

N I L A

I

20



PEDOMAN PENILAIAN IRH TAHUN 2026 

https://s.bphn.go.id/PedomanIRHPemda2026

https://s.bphn.go.id/PedomanIRHPemda2026


ARAH PEMBARUAN 
VARIABEL, INDIKATOR,
& DATA DUKUNG 
PENILAIAN IRH
TAHUN 2027

Kementerian Hukum



Tingkat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Hukum dalam Melakukan Harmonisasi Peraturan 
Perundang-Undangan









Diisi oleh Tim Sekretariat Wilayah

Dalam slide ini TSW mencantumkan nama penghubung yang ditugaskan

oleh TSW, beserta nomor teleponnya yang ditugaskan untuk mendampingi

Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah;

NARAHUBUNG TIM SEKRETARIAT 
WILAYAH

Catatan:

ZONA  1

NAMA
NAMA

No. Telepon
No. Telepon

KANWIL

ZONA  2

NAMA
NAMA

No. Telepon
No. Telepon

KANWIL



LayananHukum
MakinMudah

Bekerja, Bergerak,
Berdampak

Kementerian
Hukum


